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Abstract

The study aims to analyze the law pinciple that arrange doctrine Piercing The Corporate Veil and the director ’ s 

responsibility both by act number 40 years 2007 about limited company due to the director ’ s responsibility 

method is using descriptive anyl tical with statue approach and conceptual approach. This method primarly 

analyze a secondary data and to gather the legal materials that support and related to this study by using 

Library Research and analyzed by using qualitative analysis as well as interpreted with systematic and 

grammatical ly interpretation. The exixtention of piercing the corporate viel by act number 40 years 2007 

about limited company due to the director ’ s responsibili ty for bunkrupcy in limited company i f the directors 

should be implemented in good faith and ful l responsibil ity in carrying out its duty, because the directors hold 

corporate veil  which is personal accountability by the directors up until their personal proper ty regarding the 

loss received by the company, shareholders or stakeholder. It is applied to protect the interests of shareholders 

or third parties that have been harmed by the actions taken arbi trary by the directors or improper conduct 

on behalf of the company.

Keyword :  Existention, Doktrine Percing The Corporate Viel.

Abstrak

Piercing 

The Corporate Veil

kepustakaan (Library Research) dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif serta ditafsirkan dengan 

piercing the corporate veil di 

dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab karena direksi memegang  duty dari perseroan. Apabila 

piercing the corporate veil
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Kata kunci Percing The Corporate Viel

A. Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama 

merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk 

keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah 

hukum atau  person

karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum 

hubungan hukum. Untuk melaksanakan segala hak 

dan kewajiban dalam hubungan hukum Perseroan 

menginvestasikan uang simpanan mereka dalam 

tanggungjawab terbatas (l imited l iabi l ity

tanggungjawab tidak terbatas (unl imited liabil ity) 

Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini 

adalah direksi. Dalam melaksanakan tugas dan 

(  duty

pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan 

Direksi (duty of skil l and care

Kedua prinsip ini  menuntut Direksi  untuk 

bertindak secara hati -hati  dan disertai  i tikad 

baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip 

berat bagi Direksi, seperti terlihat antara lain dalam 

tanggungjawab Direksi secara rinci dapat dibedakan 

Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan,

Ketiga.

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh 

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila 

dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad 

mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang 

bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika 

berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil .

Kata Piercing the Corporate Vei l terdiri dari 

kata-kata: Pierce

dan Vei l : kain/ tirai / kerudung dan Corporate: 

Piercing 

the Coorporate Vei l

perusahaan. Sedang dalam ilmu hukum perusahaan 

suatu proses untuk membebani  tanggung jawab ke 

dilakukan oleh  perusahaan pelaku, tanpa melihat 
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kepai litan adalah sarna dengan tanggung jawab 

kepailitan. Direksi tidak bertanggungjawab secara 

dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang 

dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas 

ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam 

beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggung 

perseroan terbatas ini.

Kepail itan membawa akibat bahwa Direksi 

perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk 

perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk 

kerugian tersebut. Dengan berdal ih di belakang 

ditemukan keadaan dimana perseroan dijadikan 

menjadi tidak tersentuh.

Piecing The 

Corporate Vei l di dalam Undang-Undang Nomor 

Piercing 

The Corporate Veil  berdasarkan Undang-Undang 

B. Metode Penelitian

Piecing 

The Corporate Veil di dalam Undang-Undang Nomor 

bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan historis 

dan pendekatan konseptual, sedangkan menurut 

dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum 

ini  adalah dengan studi kepustakaan (Library 

Research) dan dianal isis dengan menggunakan 

analisis kualitatif serta ditafsirkan dengan metode 

interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Doktrin Piercing The Corporate Veil diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas.

a. Eksistensi Doktr in Piercing T he 

Corporate Vei l  Dalam Per aturan 

Perundang-undangan di Indonesia.

dalam Buku Kesatu, Bab Ketiga, bagian 

“ Pemegang saham Perseroan ti dak 

bertanggungjawab secara pribadi atas 

dan tidak bertanggungjawab atas kerugian 

tersebut tidaklah berlaku mutlak, dimana 

membuka ruang pertanggung jawaban 

setorkan apabila:

hukum belum atau tidak terpenuhi;

baik langsung maupun tidak langsung 

dengan itikad buruk memanfaatkan 

perseroan semata-mata untuk 

kepentingan pribadi;

terlibat dalam perbuatan melawan 
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atau

bai k  l angsung maupun t i dak 

langsung secara melawan hukum 

perseroan menjadi tidak cukup untuk 

Piercing The 

Corporate Vei l  dengan membebankan 

tanggungjawab tersebut kepada pihak-

pihak sebagai berikut:

pihak pemegang saham;

pihak direksi dan komisaris.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut 

diatas, terdapat perluasan pengaturan 

doktrin Piercing The Corporate Vei l dari 

ketentuan Piercing The Corporate Vei l  

terkai t keberadaan pemegang saham. 

materi atau bentuk pelanggaran piercing 

dan memperluas ketentuan Piercing The 

Corporate Vei l

pemegang saham, direksi dan komisaris.

b. Alasan Doktrin Piercing The Corporate 

Veil diatur dalam UUPT

Arti  penting pengaturan Piercing 

The Corporate Veil

untuk mewujudkan ketertiban umum dan 

keadilan. Dampak dari tindakan seseorang 

terhadap tujuan undang-undang dapat 

dijadikan dasar untuk mengabaikan prinsip 

pemisahan tanggungjawab. Dengan kata 

undang-undang kepada pemegang 

saham berupa struktur perusahaan dan 

pemisahan tanggungjawab menimbulkan 

kerugian bagi ketertiban umum, maka 

ditegakan. Doktrin Piercing The Corporate 

Vei l  berusaha untuk mengembal ikan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban 

pemisahan tanggungjawab menimbulkan 

kerugian.

Piercing 

The Corporate Vei l

merupakan perwujudan prinsip keadilan 

sebagaimana misi utama untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham minoritas 

kebijakan dan atau pengurusan perseroan 

ini dapat dikarenakan kepada anggota 

c. Doktrin Piercing The Corporate Veil 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas

1) Ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal ini, ketentuan dalam 

secara mutlak, namun ada beberapa 

doktrin Pi erci ng The Corpor ate 

Vei l sehingga dalam hal-hal tertentu 

tanggungjawab terbatas i tu dapat 

di terobos seperti  dalam ketentuan 

bertanggungjawab secara pribadi atas 

bertanggungjawab secara pribadi atas 

kerugian perseroan. Sehingga direktur 

pemegang saham dapat diberlakukan 

doktrin Pi erci ng The Corpor ate 

Vei l

terbatas.

2) Ketentuan Pasal 7 ayat (6)

Dalam pasal ini  menegaskan 

bahwa dalam hal setelah perseroan 

memperoleh status badan hukum dan 

pemegang saham menjadi kurang 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung 

sejak keadaan tersebut pemegang 

kepada orang lain atau perseroan 

mengeluarkan saham baru kepada 

orang lain, jika jangka waktu 6 (enam) 



11

Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil  di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ...

bulan tersebut telah dilampaui dan 

pemegang saham tetap kurang dari 

bertanggungjawab secara pribadi 

atas segala perikatan dan kerugian 

perseroan dan atas permohonan pihak 

negeri dapat membubarkan perseroan 

tersebut.

3) Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat 

(6)

merupakan bentuk pengalihan beban 

tanggungjawab perseroan kepada 

ketentuan pertanggungjawaban tidak 

(6), dalam ketentuan ini  beban 

tanggungjawab dipindahkan ke pihak 

direksi dimintai pertanggungjawaban 

secara pribadi atas kerugian perseroan 

terbatas antara lain:

a) Direksi tidak melaksanakan -

ciary duty kepada perseroan;

b) Laporan keuangan perseroan 

c) Perseroan terbatas pailit karena 

kesalahan atau kelalaian direksi;

d) Anggota direksi tidak melapor-

kan kepemil ikan saham oleh 

-

perseroan terbatas, sehingga ang-

bertanggungjawab secara pribadi 

4) Pasal 104 ayat (2), (3) dan (4)

pertanggungjawaban Direksi  atas 

bahwa:

-

karena kesalahan atau kelalaian 

Direksi  dan harta pail i t tidak 

kewajiban Perseroan dalam ke-

pailitan tersebut, setiap anggota 

Direksi secara tanggung renteng 

bertanggungjawab atas seluruh  

dari harta pailit tersebut.

menjabat sebagai anggota Direksi 

dalam jangka waktu 5 (lima) ta-

pailit diucapkan.

5) Tanggungjawab Direksi Pada 

Perseroan Terbatas Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Alasan Yuridis Direksi Dimin-

takan Pertanggungjawaban Atas 

  Sebagaimana telah di -

jabarkan pada bab diatas bahwa 

direksi memiliki tugas dan ke-

-

wakili Perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan dise-

but sebagai tugas representasi 

sedangkan saat direksi mengurus 

Perseroan dengan menjalankan 

ke Pemimpinan Perseroan, dise-

but sebagai tugas manajemen. 

Direksi dalam menjalankan re-

prentasi  di luar pengadilan di-

kontrak atau transaksi bisnis 

dengan pihak ketiga (Muni r 

-

roan untuk menandatangi kontrak 

tersebut, mewakili Perseroan un-

tuk menghadap Pejabat Negara. 

Mewaki l i  Perseroan didalam 

maupun diluar pengadilan.

  Dalam melakukan tu-

-

ta seseorang untuk membantu 

seseorang tersebut tidak boleh 
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-

kan Direksi tersebut tanpa seijin 

-

tuk tugas pengurusan Perseroan 

dilakukan Direksi dalam pengu-

rusan kegiatan sehari-hari.

  Begitu luas kewenangan 

dan tangggungjawab di reksi 

suatu Perseroan sehingga di -

dengan iktikad baik (good faith) 

dan penuh tanggungjawab. Di-

reksi sebagai pengelola Perseroan 

merupakan pemegang amanah 

( ) dari pemegang saham. 

Fiduciar y

sangat tinggi. Oleh karena itu, 

seorang direksi di tuntut harus 

kemampuan (duty of care and 

ski ll

kejujuran terhadap perusahaan-

(high degree

  Direksi dalam menjalank-

an tugas penguusan dan mewakili 

Perseroan didalam pengadilan 

maupun diluar pengadilan harus 

dengan penuh tanggung jawab 

untuk kepentingan Perseroan 

disebut 

duty dljalankan oleh direksi den-

bona 

)

proper purpose

bertanggungj awab (unf et t er ed 

discretion)

( )

  Seorang direksi tidak akan 

bertanggungawab karena salah 

dalam mengambil  keputusan 

(mere errors of judgement) ketika 

dengan iktikad baik dan penuh 

kehati-hatian. Hakim dalam hal 

ini tidak diperbolehkan melaku-

-

tuk second guest 

sesuai dengan teori  keputusan 

bisnis (business judgement rule). 

Walaupun setiap keputusan di-

oleh business judgement rule, di-

reksi tetap harus beriktikad baik, 

dalam menjalankan kepenguru-

san Perseroan.

  Berdasarkan hal-hal diatas 

mengapa direksi dapat dimin-

takan pertanggungjawaban atas 

berdasarkan ;

Hubungan di reksi  dengan 

perseroan adalah di reksi  bahwa 

berdasarkan prinsip . 

duties adalah bahwa direksi melakukan 

baik demi kepentingan perusahaan. 

sungguh-sungguh mempertimbangkan 

kepentingan ekonomi perusahaan. 

Kemungkinan pendapat bahwa direksi 

posisi strategis dan menentukan dalam 

pengurusan perseroan. Kita dapat 

direksi  diberikan kebebasan untuk 

dalam Undang-Undang atau anggaran 

dasar. Kebebasan di  atas dapat 

diciptakan oleh negara. Kebebasan 
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perseroan karena itu direksi harus 

kehati-hatian dan ketekunan. Oleh 

karena itu pertanggungjawaban direksi 

dilihat dari sudut pertanggungjawaban 

jabatan berdasarkan .

Bila kita lihat dan mendalami 

lebih jauh mengenai Undang-Undang 

menemukan asas perl i ndungan 

kredi tor. Diatas telah dikatakan 

bahwa debitor adalah orang (subjek 

baik karena perj anj ian maupun 

baik dari  modal sendi ri  maupun 

dari harta debitor. Dengan demikian 

ada 3 (tiga) komponen utama dalam 

debitor, kreditor dan utang. Ketiga 

sangat penting dalam perseroan 

terbatas. Dal am kai tan dengan 

kreditor, dalam kepailitan sudah jelas 

dikelompokkan kreditor dari debitor 

separatis dan kreditor konkuren. 

Pembagian ketiga kreditor diatas 

dimaksudkan agar usaha kreditor 

untuk mendapatkan jaminan apabila 

debitor cidera janji haruslah dihormati 

dan dihargai.

a. Tanggungjawab Direksi Menu-

rut Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas

kepada perseroan telah dimulai 

sejak perseroan memperoleh 

status badan hukum. Direksi 

dan wewenang untuk bertindak 

untuk dan atas nama perseroan. 

Ini membawa konsekuensi bahwa 

perseroan bergantung sepenuh-

-

seroan oleh direksi juga meliputi 

-

aan perseroan. Oleh karena itu, 

bila ada kerugian karena direksi 

tidak menjalankan tugas dengan 

-

gungjawab pribadi direksi.

“Direksi berwenang menjalankan 

pengurusan sebagaimana dimak-

dalam Undang-Undang ini dan/

-

batasan atas tanggungjawab 

dapat begitu saja dimintakan per-

bersangkutan tidak melakukan 

kesalahan atau telah melaku-

ini  sangat penting mengingat 

-

harus dijalankan setiap anggota 

Direksi.

menentukan bahwa anggota Direksi 

tidak dapat dipertanggungjawabkan 

apabila dapat membuktikan bahwa: 

a. Kerugian tersebut bukan karena 

dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan;

-

pentingan baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan 

kerugian; dan
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mencegah timbul atau berlanjut-

  Hal-hal tersebut diatas tidak 

mengurangi hak anggota Direksi lain 

dan/atau anggota Dewan Komisaris 

untuk mengajukan gugatan atas nama 

Perseroan (sebagaimana diatur dalam 

Direksi adalah menjalankan fungsi 

pengurusan dan fungsi perwaki lan 

“sesuai dengan maksud dan tujuan 

batas tanggungjawab Direksi adalah 

menimbulkan kerugian pada perseroan 

dapat digugat oleh pemegang saham 

Perseroan ke lembaga peradi lan. 

Hal  i ni  di tegaskan dalam pasal 

ketentuan pasal tersebut, atas nama 

persepuluh) bagian dari  jumlah 

seluruh saham dengan hak suara 

dapat mengajukan gugatan melalui 

pengadilan negeri terhadap anggota 

pada Perseroan.

2. Doktrin Piercing The Corporate Veil  didalam 

UUPT dilihat dari Teori Kepastian Hukum

K eberadaan doktr i n Pi erci ng The 

Corporate Vei l

perihal doktrin Piercing The Corporate Veil  

memberikan kepastian hukum bagi organ 

perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan 

terbatas dan memberikan kepastian hukum 

bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam 

perseroan terbatas.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk 

menjamin ketentraman dan ketertiban dalam 

hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan 

memberikan tanggungjawab pada negara 

terlihat relasi antara persoalan kepastian hukum 

hukum itu sendiri adalah memberikan jaminan 

merasakan mendapat kepastian dari sebuah 

hukum, dalam hal ini negara mengatur doktrin 

Piercing The Corporate Vei l  kedalam suatu 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-

di taati.  Dalam hal ini pengaturan doktrin 

Piercing The Corporate Vei l

ditaati adalah pasti karena bersumber pada suatu 

perundang-undangan.

3. Tanggungjawab Direksi atas Terjadinya 

Kepailitan Perseroan Terbatas dikaitkan 

Teori Keadilan

Keadilan tidak selalu berarti ada persamaan 

perlakuan. Aristoteles mengemukakan bahwa 

tidak sama juga diperlakukan tidak sama 

secara proporsional

direksi  terbukti lalai  berarti  direksi dapat 

dimintakan pertanggungjawaban, dan j ika 

kerugian perseroan tersebut bukan saja karena 

tindakan direksi  melainkan komisaris dan 

pemegang saham, maka kedua organ itupun 

pada waktu itu berdasarkan ketentuan peraturan 

dilimpahkan pada direksi.
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Jika melihat perspektif equality before the 

law

dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

pribadi maupun tanggung renteng tergantung 

kerugian pada perseroan. Dalam penegakan 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan 

penelitian ini, menurut hemat penulis, sekalipun 

kepastian hukum mengenai di reksi  dapat 

dimintakan pertanggungjawaban tetapi bila 

memperhatikan bahwa direksi tersebut tidak 

kerugian dan pai l i t maka menurut teori 

keadi lan, di reksi  tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban.

D. Kesimpulan

kerugian bagi pihak lain, maka dalam 
keadaan tertentu tanggungjawab tersebut 
tidaklah berlaku mutlak/absolut. Dalam 

 

prinsip keadilan sebagaimana misi utama 
untuk melindungi kepentingan pemegang 

melawan hukum. Pengaturan direksi 

memberikan kepastian hukum sesuai 
dengan teori kepastian hukum.

dalam melakukan perbuatan hukum, dalam 

saja tetapi  juga kepada di reksi  dan atau 

komisaris. Dasar alasan dibalik pengaturan 

asas pertanggung jawaban direksi tersebut 

a. Pertanggungjawaban jabatan berdasarkan 

;

b. Perlindungan kreditor.

Pada pertanggungj awaban jabatan, 

berdasarkan 

utama dalam  adalah bahwa 

dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan. 

dalam Undang-Undang atau anggaran dasar. 

Kebebasan di atas dapat dikatakan merupakan 

dilakukan dalam kehati-hatian dan ketekunan. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi 

dari  sudut pertanggungjawaban jabatan. 

Sedangkan pada perlindungan kreditor dapat 

dilihat dan didalami lebih jauh dalam Undang-

preferen, kreditor separatis dan kredi tor 

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

E. Saran

kebijakan bagi perseroan terbatas. Menurut 

penulis hati-hati disini bermaksud lebih kearah 

propesional i tas dalam menjalankan tugas 

dan kewenangan di reksi  agar perusahaan 

melakukan tidakan pencegahan agar peruhaan 

tidak pail it. Dalam hal jika tanggungjawab 

terbatas tersebut di lakukan secara absolut, 

akan membuka peluang perseroan dicapai 

sebagai kedok usaha pemegang saham dalam 

untuk kepentingan pribadi atau alasan lain 
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maka akan lepas dari  pertanggungjawaban 

mengajarkan, bahwa sungguhpun suatu badan 

hukum tersebut bertanggungjawab secara 

hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu 

dimana  pertanggung jawaban  hukum  dapat  

juga  dimintakan  terhadap direksi.

kapasitas dan kapabilitas seorang direksi dengan 

mengadakan seleksi dalam pemilihan direksi 

harus dan menguji  direksi tersebut apakah 

direksi itu propesional dan bertanggungjawab 

penuh serta beritikad baik dalam menjalankan 

suatu perseroan. Pertanggungj awaban 

penting dalam kepengurusan perseroan. Kedua 

unsur tersebut perlu diperkenalkan kepada 

lebih hati-hati  dalam mengurus perseroan 

terbatas dan dalam memutuskan permohonan 

permohonan pailit (terutama kreditor), tetapi 

juga mempertimbangkan masalah pada masa 
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